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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Setelah penulis membahas dan menganalisis tentang tinjauan hukum 

Islam dan tinjauan UUP yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 

terhadap  Homoseksual sebagai alasan perceraian, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam hukum Islam menyatakan bahwa homoseksual ini dapat 

disamakan dengan penyakit dengan argumentasi yang telah dijelaskan 

di atas maka Homoseksual ini dapat menjadi alasan perceraian yang 

diajukan oleh istri. Istri mengajukan gugatan cerai secara khuluk’ yang 

berarti istri membayar ganti rugi kepada suami sebesar mahar atau lebih 

yang telah diberikan oleh suaminya. Khuluk’  ini diajukan ke Pengadilan 

Agama setempat oleh istri, sesuai dengan Pasal 148 ayat (1) KHI. Dasar 

hukum yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian adalah Pasal 19 

huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) KHI yang 

menyatakan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri, dasar hukum ini dapat dipakai jika dalam kasus tersebut 

homoseksual yang dimiliki oleh suami tidak memicu pertengkaran atau 

perselisihan secara terus menerus. Tetapi jika adanya pertengkaran atau 

perselisihan secara terus menerus yang dipicu oleh homoseksual yang 

dimiliki oleh suami maka lebih baik menggunakan dasar hukum Pasal 

19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang 

menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. Hasil analisis dalam hukum Islam ini yang menyatakan 

homoseksual merupakan penyakit sehingga langsung dapat diterapkan 

pada Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 saling melengkapi dengan 
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analisis dalam hukum positif di Indonesia yaitu UUP yang telah 

dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975. 

2. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan penjabaran UUP, penulis 

menyimpulkan bahwa Homoseksual ini dapat menjadi alasan perceraian 

menurut Pasal 19 huruf (a), (e), atau (f) PP No. 9 Tahun 1975. Dalam 

Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, Homoseksual ini termasuk ke 

dalam kalimat “dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” jika 

ditafsirkan secara ekstensif, karena Homoseksual pun merupakan 

perbuatan yang sulit untuk disembuhkan menurut ahli psikologi. 

Sehingga suami yang mempunyai penyimpangan seksual berupa 

Homoseksual dapat menjadi alasan perceraian yang diajukan gugatan 

cerainya oleh istri. Lalu yang kedua dalam Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 

Tahun 1975, dalam pasal ini digunakan konstruksi hukum yang 

dimaksud adalah Argumentum per analogiam, karena menurut penulis 

hal yang sama antara homoseksual dengan rumusan pasal ini terletak 

pada dampak yang terjadi antara suami yang mempunyai cacat badan 

atau penyakit dengan suami yang memiliki penyimpangan seksual 

berupa homoseksual yaitu adanya pasangan yang tidak dapat lagi 

melaksanakan kewajibannya. Dan yang ketiga Pasal 19 huruf (f) PP No. 

9 Tahun 1975 dapat menjadi dasar hukum sebagai alasan perceraian jika 

homoseksual yang dimiliki oleh suami menjadi pemicu adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam 

rumah tangga tersebut. 

Istri dapat menggugat cerai suaminya yang mempunyai penyimpangan 

seksual berupa Homoseksual dengan dasar hukum di atas sesuai dengan 

kasus yang terjadi, dan untuk pasangan suami yang melangsungkan 

perkawinannya tidak secara Islam maka istri dapat menggugat cerai ke 

Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UUP yang 

menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
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5.2. Saran 

Perkawinan ini adalah suatu hubungan yang suci yang mana  

bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, aman, dan 

nyaman bagi setiap anggota keluarga. Tetapi adakalanya kondisi dalam 

berumah tangga tidak ada harapan rukun kembali sehingga 

dimungkinkannya terjadi perceraian.  

Di akhir tulisan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu : 

1. Hendaknya diadakan penelitian ulang oleh para pakar hukum Islam 

dalam memformulasikan konsep khuluk’ dalam perceraian, karena jika 

dalam kasus perceraian tersebut istri yang dirugikan dan istri juga yang 

menggugat cerai secara khuluk’ hal ini menjadi tidak adil, karena istri 

telah menderita karena suaminya, dan ketika ia mengajukan gugatan 

cerai secara khuluk’ ia harus membayar pula ganti rugi kepada 

suaminya. Penelitian ulang ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

tanpa menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial dan budaya 

yang berlaku. 

2. Seorang Hakim harus benar-benar menyelidiki kasus yang terjadi dan 

alasan-alasan perceraian yang diajukan kepadanya agar menghasilkan 

keputusan yang bijak dan bisa diterima oleh kedua belah pihak, dan 

tidak menimbulkan kerugian yang berlebih bagi kedua belah pihak. 

Karena keharmonisan, kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman 

adalah sesuatu yang semestinya ada dalam sebuah keluarga. 
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